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ABSTRAK :   -   bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk kedalam jenis Retribusi 

Jasa Umum yang pemungutannya menjadi wewenang Pemerintah 

Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu   membentuk  Qanun  Kabupaten Aceh Besar  tentang  

Retribusi  Pengujian Kendaraan Bermotor. 

 

-  Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun  

1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang – Undang 

Nomor 17 Tahun 2003, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 38 Tahun 

2004, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, Qanun Aceh Nomor 

5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.Besar 

Nomor 15 Tahun 2010. 

 

 -   Dalam Qanun ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan 

Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan 

Sasaran Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah 

Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Pemungutan 

Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, 

Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, 

Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif 

Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. 



 

 

 

CATATAN :  -    Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 September 2012. 

2012; 

 

 

 


